[image: image1.png]






BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Dalam Perjanjian Jual Beli 
Perjanjian pada asasnya adalah terbuka, artinya para pihak yang membuat perjanjian dapat menentukan sebebasnya apa yang hendak mereka perjanjikan, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada batasan kebebasan bagi pembuatan perjanjian, batasan itu adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan keteriban umum.

Setiap orang yang telah mufakat akan sesuatu hal, kesepakatan itu mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan daya ikut sepakat itu sama kekuatannya dengan undang-undang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian ini adalah suatu undang-undang yang dibuat oleh pihak swasta. Prinsip ini adalah akibat dianut sistem terbuka dalam Buku III KUH Perdata dan ini dibenarkan karena apa yang diperbuat dalam kesepakatan tersebut adalah jelmaan dari hak perorangan atau hak relatif. 

Perjanjian adalah hak perorangan dan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang diperjanjikan itu mengikat para pihak.
 Ini merupakan hal materil, namun bagaimana cara mereka menegaskan kesepakatan tersebut adalah merupakan hal formil dalam suatu perjanjian. Cara menunjukkan suatu perjanjian telah terjadi dapat dilakukan dengan secara lisan maupun secara tertulis. 
Perjanjian dibuat secara tertulis karena para  pihak ingin membuktikan adanya hak jika salah satu pihak  tidak memenuhi isi yang diperjanjikan. Adanya bukti secara tertulis suatu  perjanjian  dan telah mempunyai   jangka waktu tertentu  yang sudah disepakati bersama untuk dipenuhi oleh para pihak. Hak ini bisa tercapai apabila pihak-pihak yang terikat di dalamnya telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak.

Perjanjian   yang  dilakukan  secara  lisan   adalah bentuknya sama dengan perjanjian secara  tertulis,  hanya saja di dalam perjanjian ini adalah suatu perjanjian lisan yang biasanya dilaksanakan dalam hubungan keluarga. Bentuk perjanjian secara lisan ini telah  membudaya dimasyarakat, karena merupakan adat kebiasaan yang  dianut oleh setiap suku di seluruh Indonesia.
Surat dalam hukum pembuktian adalah salah satu alat bukti, walaupun surat yang dibuat tersebut harus dipenuhi beberapa syarat lagi sehingga daya pembuktiannya dapat mengandung kekuatan mutlak atau tidak. Artinya tidak semua surat mempunyai daya pembuktian yang serupa, hal ini digantungukan lagi kepada sifat surat tersebut, apakah surat tersebut merupakan akta biasa, akta di bawah tangan atau akta autentik. 

Berbeda halnya dengan perjanjian secara lisan, biasanya dalam hal membuktikan suatu peristiwa hukum yang terjadi bagi para pihak, pihak penyelesai sengketa mengalami sedikit kesulitan, sebab masing-masing pihak selalu berbeda dalam mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi di antara mereka, demikian juga dalam hal menentukan hak dan kewajiban bagi para pihak, selain itu juga sering juga samar menentukan saat dimulainya dilaksanakan prestasi bagi pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut. 

Perjanjian pada asasnya tidak memerlukan formalitas tertentu, namun untuk perjanjian-perjanjian yang khusus diperlukan suatu formalitas, bila formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum, misalnya perjanjian ini harus dibuat suatu akta autentik, bila tidak dilakukan dengan akta autentik, maka perjanjian hibah atas benda-benda tidak bergerak tersebut batal demi hukum, batal demi hukum di sini diartikan bahwa perjanjian tersebut walaupun telah disepakati tidak ada sejak semula. 

Praktik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hampir dapat dikatakan semua perjanjian yang dilakukan secara tertulis, terkecuali perjanjian yang berkenaan dengan benda-benda bergerak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, perjanjian cukup dilakukan dengan lisan saja. Namun untuk perjanjian yang berkaitan dengan benda-benda bergerak yang mempunyai nilai tertentu, perjanjian sering dibuat dengan tertulis. 

Perjanjian jual beli secara lisan sah dan mengikat secara hukum (berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata) selama memenuhi 4 syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) yaitu :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan:

Bahasa yang sempurna dan tertulis;
Bahasa yang sempurna secara lisan;
Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
Bahasa isyarat asal dapat diterima oeh pihak lawannya;
Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

“Pernyataan  kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak”.
 Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. “Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa di kemudian hari”.

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran aanbod, offerte, offer) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup  esensial perjanjian yang akan ditutup, sedangkan penerimaan aanvarding, acceptatie, acceptance) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang. Orang yang cakap atau mempuyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. 
Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah  sebagaimana diatur dala Pasal 1330 KUHPerdata yaitu: 

Anak dibawah umur (minderjarigheid); 
Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 
Isteri. Kedudukan isteri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

Suatu hal tertentu.

“Suatu hal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak sehingga suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu”.
  Suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).

Ketentuan tentang objek tertentu dalam perjanjian adalah:

Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan. Pasal 1332 KUHPerdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 Ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung Menurut Pasal 1333 Ayat (2) KUHPerdata bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari. Pasal 1334 Ayat (1) KUHPerdata, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 Ayat  (2) KUHPerdata.

Suatu sebab yang halal.

“Sebab (causa) adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.
 Pasal 1335 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan
Berdasarkan  syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut  di atas,  kedua  syarat pertama yaitu sepakat  mereka  yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat  perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat  tersebut mengenai subjek perjanjian. 

Syarat subjektif adalah suatu syarat yang  menyangkut pada   subjek-subjek  perjanjian  itu   atau   dengan perkataan  lain,  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Perjanjian jual beli secara lisan yang telah memenuhi syaat Pasal 1320 KUHPerdata adalah sah dan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Meskipun sah, perjanjian jual beli lisan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah sehingga agar sah dan kuat di mata hukum jika terjadi sengketa harus didukung bukti pendukung seperti :

Terdapat minimal dua orang saksi yang melihat/mendengar langsung transaksi.

Terdapat bukti transfer bank, kuitansi, atau tanda terima.

Adanya serah terima barang atau pembayaran sebagian (bukti pelaksanaan)

Perjanjian  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya perjanjian mempunyai akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan:

Semua  persetujuan  yang dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan   itu  tidak  dapat   ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak  atau karena   alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan  hanya berlaku antara  pihak-pihak yang membuatnya.

 Perjanjian jual beli lisan sah secara hukum (Pasal 1338 KUHPerdata) selama memenuhi syarat sah perjanjian, namun berisiko tinggi dalam pembuktian. Perbuatan melawan hukum (PMH) terjadi jika ada unsur tipu muslihat, penyalahgunaan, atau pelanggaran kesusilaan yang merugikan, berbeda dengan wanprestasi yang merupakan ingkar janji.

Perbuatan melawan hukum dalam jual beli terjadi ketika salah satu pihak melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, seperti melakukan penipuan, menyembunyikan cacat tersembunyi, atau menguasai objek jual beli secara tidak sah, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ini berbeda dengan wanprestasi karena seringkali melibatkan unsur niat buruk, pelanggaran etika, atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, bukan hanya melanggar kontrak.

Contoh perbuatan melawan hukum dalam jual beli adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

Penipuan dan dokumen palsu yaitu penjual memalsukan sertifikat tanah, menggunakan identitas palsu, atau menjual barang yang bukan miliknya.

Menyembunyikan cacat barang yaitu penjual dengan sengaja tidak memberitahu bahwa barang yang dijual rusak atau cacat tersembunyi.

Tidak menyerahkan barang/objek yaitu penjual tidak menyerahkan barang objek perjanjian jual beli yang sudah lunas dibayar atau menguasainya kembali setelah dijual.

Penyalahgunaan keadaan (undue influence) yaitu memaksa pihak lain untuk menandatangani perjanjian jual beli.

Transaksi bawah tangan yang illegal yaitu melakukan jual beli tanah di bawah tangan yang bertentangan Undang-Undang 

Unsur-Unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

Adanya perbuatan yang melawan hukum (melanggar undang-undang, hak orang lain, kepatutan, atau kehati-hatian).

Adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).

Adanya kerugian (materiil atau immateriil).

Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. 

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum yang bisa berakibat pada pembatalan perjanjian dan pengembalian uang atau barang.

Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn 

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pertanggungjawaban menurut undang-undang yaitu kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.
 Ada 3 (tiga) prinsip pertanggungjawaban perdata yang diatur dalam KUH.Perdata yaitu:

Setiap tindaan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawabannya.

Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati.

Seseorang yang memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.

Menurut Shidarta, bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

Kesalahan (liability based on fault);

Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability);

Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of non liability);

Tanggung jawab mutlak (strict liability);

Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata disebutkan seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasnya.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau  liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

Adanya perbuatan.

Adanya unsur kesalahan.

Adanya kerugian yang diderita.

Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. 

Tangung jawab mutlak sering dikatakan bahwa pembebanan tanggung jawab tersebut tanpa melihat pada kesalahan, kadang-kadang dapat dikatakan pula bahwa sebenarnya kurang melibatkan pandangan moral terhadap ketentuan bahwa seseorang yang secara innocent menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian. 

Analisis-analisis yang tradisional memandang akibat seperti itu, sebagai suatu pengecualian terhadap peraturan yang sudah berlaku umum dan menyatakan pula pelaku tidak bersalah, karena hanya melakukan sesuatu yang dapat diterima akal dengan cara yang masuk akal pula, sungguhpun harus bertanggung jawab. Dasar dari tanggung jawab adalah penciptaan suatu akibat yang berbahaya terhadap anggota masyarakat yang lain. Terdapat juga kesalahan bersyarat, yang berarti bahwa tergugat tidak dapat dipandang bersalah, kecuali atau sampai dengan timbulnya akibat yang berbahaya dari tindakannya itu. Kalau bahaya terhadap orang lain itu telah timbul, maka dia dikatakan bersalah dan kepadanya dibebankan tanggung jawab.

KUHPerdata selain mengatur tentang tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum juga mengatur tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasti. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. 

Pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli secara lisan di Indonesia tetap diakui sah dan mengikat para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.  Meskipun dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, dan pelanggarnya dapat dituntut secara perdata.

Pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang bersalah untuk melakukan: 

Mengganti kerugian berupa biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Mengembalikan barang atau uang ke posisi semula sebelum perjanjian terjadi.

Meminta hakim membatalkan perjanjian karena adanya unsur penipuan atau kesesatan.

Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (seperti penipuan atau penyalahgunaan) dalam jual beli lisan bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain, dengan bukti pendukung berupa saksi, transfer bank, atau bukti chat/chatting. 

Bentuk pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn, dimana  perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III merupakan perjanjian yang sah secara hukum Perdata, maka akibat terjadinya perbuatan melawan hukum, maka para tergugat bertanggungjawab untuk melakukan  pembayaran utang/sisa pembayaran kepada penggugat kepada sebesar Rp. 289.638.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.068.000.-/setiap bulannya selama 24 bulan, menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 310.067.000,- Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.919.000-/setiap bulannya selama 24 bulan serta menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 78.018.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 3.250.000-/setiap bulannya selama 24 bulan.
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn.

Duduk Perkara

Para pihak dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn ini adalah Hendry Ongso sebagai penggugat melawan Walisi (Tergugat I), Paiman, (Tergugat II) dan Ricky Pratama Wibowo (Tergugat III). Penggugat adalah pemilik nama Toko Sentosa Jaya Grosir Sandal dan Sepatu sejak tahun 2019 yang mana usaha tersebut beralamat di Jl. Sutomo, No.306 sedangkan Terggugat I pemilik Toko Usaha Jaya, beralamat di Jl. Sutomo, Tergugat II pemilik Toko Buana beralamat di Jl.Sutomo dan Tergugat III Pemilik Toko Berkat Abadi, yang mana Tergugat I dengan Tergugat II adalah saudara Kandung, dan Tergugat III adalah Keponakan dari Tergugat I dan II.

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2024/PN-Mdn telah mengajukan gugatan berawal ketika Penggugat dan Tergugat I dan II menjalin bisnis jual beli Sepatu dan Sendal sejak 01 September 2019, sedangkan Penggugat dan Tergugat III menjalin bisnis jual beli Sepatu dan Sendal sejak 18 April 2022, yang mana Para Tergugat selaku penjual/penyuplai barang dan Penggugat selaku pembeli

Bulan September tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat I dan II melakukan kesepakatan/perjanjian jual beli secara lisan dan juga Penggugat dengan Tergugat III melakukan kesepakatan/perjanjian jual beli secara lisan pada bulan April 2022, barang diantar oleh Tergugat I, II dan III ke toko Penggugat, yang mana pembayaran dilakukan empat (4) bulan sampai lima (5) bulan kedepannya setelah barang diterima Penggugat melakukan pembayaran kepada Para Tergugat tiga (3) bulan sampai lima (5) bulan kedepannya melalui Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama Hendry Ongso (ic. Penggugat) nomor rekening : 8000800865 berdasarkan historis Bon Faktur dan pembayaran dari rekening Koran Penggugat.

Pembelian barang terakhir dari Tergugat I (ic. WALISI) yang belum dibayar Penggugat dengan jumlah pembelian yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 393.799.000 sedangkan pembelian barang terakhir dari Tergugat II (Paiman) yang belum dibayar Penggugat berjumlah pembelian yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 347.788.000 dan  pembelian barang terakhir dari Tergugat III (Ricky) yang belum dibayar Penggugat berumlah pembelian yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 111.371.000,-

Jumlah pembelian yang belum dibayar Penggugat kepada masing masing Tergugat tersebut diatas belum dikurangi jumlah nilai barang retur yang mana menjadi hak dari Penggugat dan bulan November 2023 Penggugat ada melakuan Retur barang/pengembalian barang kepada para Tergugat yang mana pengembalian barang tersebut di ambil langsung oleh karyawan Para Tergugat dari toko Penggugat, namun para Tergugat tidak menghitung nilai uang terhadap retur barang tersebut.

Jumlah nilai retur telah dihitung dan disesuaikan Penggugat dengan  harga Pembelian barang dari Para Tergugat, yang diantaranya retur kepada Tergugat I (ic. Walisi) sebesar Rp. 97.116.000,- , retur Tergugat II (Paiman) Rp. 28.721.000,-  retur Tergugat III (Ricky) sebesar Rp. 20.053.000,- namun Para Tergugat tidak pernah memberikan hitungan jumlah niali barang yang di retur kepada Penggugat dan tidak pernah mengembalikan uang Pengugat atas pengembalian barang retur tersebut, maka jumlah keseluruhan retur barang Pengugat terhadap Para Tergugat sebesar Rp. 145.890.000,-;

Pembayaran pengambilan barang Penggugat kepada Tergugat I (Walisi) Rp. 393.799.000;- dikurangi Retur barang milik Penggugat Rp. 97.116.000,- dikurangi cicilan pembayaran secara tunai Rp. 7.000.000,- dan total sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat I Rp. 289.638.000,- Pembayaran pengambilan barang Penggugat kepada Tergugat II (Paiman) Rp. 347.788.000,- dikurangi Retur barang milik Penggugat Rp.28.721.000,- dikurangi cicilan pembayaran secara tunai Rp. 9.000.000,- dan total sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat II Rp. 310.067.000,-; Pembayaran pengambilan barang Penggugat kepada Tergugat III (Ricky) Rp. 111.371.000,- dikurangi Retur barang milik Penggugat Rp.20.053.000,- dikurangi cicilan pembayaran secara tunai Rp. 13.300.000,- dan total sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat III Rp. 78.018.000,-; Atas sisa utang pembelian barang sendal dan sepatu tersebut Penggugat mampu membayar dengan di cicil setiap bulannya kepada Para Tergugat selama 24 bulan.

Tanggal 21 November 2023 Para Tergugat menagih pembayaran atas pembelian barang pada bulan Juni 2023, Juli 2023, Agustus 2023, September 2023 dan Oktober 20223, dengan jumlah sebesar 852.958.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun Para Tergugat tidak mengurangi nilai jumlah barang yang di retur dan cicilan oleh Penggugat dan pembayaran terhadap pembelian barang pada bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 belum jatuh tempo;

Atas tagihan yang dilakukan oleh Para Tergugat pada 21 November tersebut sangat merugikan Penggugat dikarenakan perhitungan pembayaran tidak sesuai dan memaksa Pengugat melunasi seluruh pembelian barang yang belum jatuh tempo, Para Tergugat tetap memaksa Penggugat harus membayar lunas semua sebesar Rp. 852.958.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Para Tergugat menagih Pembayaran atas pembelian sepatu dan sandal yang belum jatuh tempo dan jumlah nilai tagihannya tidak sesuai sebagaimana pada poin 15 (lima belas) tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Tanggal 30 November Para Tergugat melaporkan Penggugat di Kepolisan Daerah Sumatera Utara atas tuduhan penipuan dan penggalapan berdsarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1441/XI2023/SPKT Polda Sumut tanggal 30 November 2023 atas nama Pelapor Walisi (Tergugat I) dan atas laporan Polisi Para Tergugat atas tuduhan penggelapan dan penipuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 372 adan Pasal 378 KUHP terhadap Penggugat merupakan kriminalisasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat agar mematikan usaha Penggugat sebagai pedagang.

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan hubungan hukum Perdata perjanjian jual beli barang jenis sepatu dan sandal atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat secara lisan dan dilihat dari kebiasaan Penggugat melakukan pembayaran pembelian barang kepada Para Tergugat sejak tahun 01 September 2019 2019 sampai dengan Oktober 2023, oleh karena itu perbuatan Penggugat bukan merupakan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan (pasal 372 dan 378 KUHP) sebagaimana yang di tuduhkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

Perjanjian secara lisan yang telah dibangun oleh Penggugat dengan Para Tergugat tentang sitem pembayaran tersebut menjadi kebiasaan dan menjadi aturan bagi Penggugat dan Para Tergugat. Perjanjian secara lisan dan kebiasan diantara Penggugat (ic. Hendry Ongso ) dengan Tergugat I (Walisi), Tergugat II (Paiman) dan Tergugat III (Ricky) menjadi Peraturan/undang-undang bagi mereka (Asas pacta sunt servanda) merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam sebuah perjanjian. Dari berbagai asas yang ada di dalam perjanjian, asas pacta sunt servanda di anggap sebagai asas paling fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian, sehingga dalam hukum positif rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hal perjanjian, asas pacta sunt servanda dapat ditemukan dalam Pasal 1388 KUHPerdata, adapun sebuah perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal.

Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perjanjian yang telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dilihat dari kebiasaan Penggugat dan Para Tergugat melakukan jual beli sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sehingga menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdata perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penggugat sudah beritikat baik ingin menyelesaikan pembayarannya namun Para Tergugat menolak, dan Para Tergugat terkesan ingin mematikan usaha dagang milik Penggugat dengan cara mendesak tagihan pembelian sandal dan sepatu tersebut diamana tagihan tersebut berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan belum jatuh tempo dan jumlah utang tidak sesuai;

Para Tergugat mendesak Penggugat untuk membayarkan tagihannya yang belum jatuh tempo, para Tergugat membuat laporan polisi tentang penggelapan dan penipuan di Kepolisisan Daerah Sumatera Utara dengan alasan bahwa Penggugat melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan tanpa menjelaskan fakta bahwa adanya kebiasaan yang menjadi aturan untuk membayar tagihan jatuh tempo 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan setelah pembelian barang.

Penggugat dalam menunjukan itikat baiknya telah membuat surat permohonan maaf untuk menyelesaikan utang bisnis kepada Para Tergugat tertanggal 28 Desember 2023 via aplikasi Whatsapp namun Para Tergugat tidak merespon isi surat tersebut, namun Para Tergugat menyebarkan surat tersebut kepada rekan-rekan bisnis Penggugat.

Para Tergugat terkesan ingin membuat usaha Penggugat mengalami kehancuran dapat dilihat dari perbuatan Para Tergugat yang menyebar luaskan berita-berita yang belum jelas kebenaranya tentang Penggugat yang telah dilaporkan ke Kepolisian, sehingga membuat rekan-rekan bisnis Penggugat krisis kepercayaan kepada Penggugat dan yang terjadi usaha/bisnis yang dijalankan Penggugat saat ini mengalami penurunan pendapatan dan mengalami kerugian.

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang menagih pembayaran tanpa mengurangi retur barang tersebut, sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian :

Kerugian Penggugat terhadapTergugat I tidak mengurangi jumlah nilai retur barang maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 97.116. 000,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus enam belas juta rupiah);

Kerugian Penggugat terhadapTergugat II tidak mengurangi jumlah nilai retur barang maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 28.721. 000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kerugian Penggugat terhadapTergugat III tidak mengurangi jumlah nilai retur barang maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 20.053.000,-(dua puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat (Hendry Ongso) mohon kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada persidangan yang telah ditentukan serta memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;

Menyatakan Demi Hukum bahwa perbuatan maupun tindakan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) 

Menyatakan perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I,II dan III merupakan perjanjian yang sah secara hukum Perdata.

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 289.638.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.068.000.-/setiap bulannya selama 24 bulan

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 310.067.000,- Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.919.000-/setiap bulannya selama 24 bulan.

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 78.018.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 3.250.000-/setiap bulannya selama 24 bulan

Menghukum Tergugat mengembalikan kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 145.890.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan seketika 

Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian secara immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menyatakan perbuatan Penggugat bukan perbuatan tindak Pidana penipuan dan penggelapan.

Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan rangkaian seluruh pertimbangan hukum, fakta persidangan, alat bukti dan keterangan-keterangan saksi maka gugatan mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian

Menyatakan Demi Hukum bahwa perbuatan maupun tindakan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) 

Menyatakan perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I,II dan III merupakan perjanjian yang sah secara hukum Perdata

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 289.638.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.068.000.-/setiap bulannya selama 24 bulan;

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 310.067.000,- Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.919.000-/setiap bulannya selama 24 bulan;

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 78.018.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 3.250.000-/setiap bulannya selama 24 bulan;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 330 .000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Analisis Kasus 

Berdasarkan putusan tersebut di atas bahwa gugatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli secara lisan oleh pengadilan Negeri Medan dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa dalil setelah Majelis Hakim memeriksan bukti-bukti tersebut ternyata Penggugat telah berhasil mendalilkan gugatannya dan identik dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat dipersidangan telah ternyata tidak dapat membuktikan bahwasanya total pembayaran atas pembelian barang oleh Penggugat pada bulan Juni 2023, Juli 2023, Agustus 2023, September 2023 dan Oktober 20223, dengan jumlah sebesar 852.958.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun Para Tergugat tidak mengurangi nilai jumlah barang yang di retur dan cicilan oleh Penggugat dan pembayaran terhadap pembelian barang pada bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 belum jatuh tempo.

Hakim dalam memutus perkara tersebut tentu saja menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan hukum yang menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat terlihat adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana menjalin bisnis jual beli sepatu dan sandal sejak tanggal 1 September 2019 sedangkan dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi menjalin bisnis jual beli sepatu dan sandal sejak tanggal 18 April 2022, yang mana Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi selaku penjual/penyuplai barang sedangkan Pemohon selaku pembeli dengan system pembayaran 4 sampai 5 bulan setelah Pemohon menerima barang.

Kekuatan hukum yang dimaksud yaitu kekuatan untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan juga kekuatan hukum dalam arti nilai pembuktian ketika perjanjian tersebut dijadikan sebagai alat bukti bahwa perjanjian yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi adalah mengikat diantara keduanya meskipun tidak diadakannya suatu surat perjanjian kerjasama diantara keduanya, namun telah memenuhi dari syarat sahnya suatu  perjanjian, dan karenanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi adalah hubungan hukum secara keperdataan,

Pertimbangan Hakim tersebut dapat menentukan kekuatan hukum perjanjian lisan antara penggugat dengan para tergugat. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Flavianus Fexa diwajibkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing. 

Mengajukan alat bukti untuk meneguhkan adanya suatu perjanjian sangat penting, karena alat bukti tersebutlah yang nantinya akan digunakan hakim untuk menentukan apakah perjanjian lisan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Memang dalam syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak mewajibkan menggunakan saksi dalam membuat suatu perjanjian, namun menggunakan saksi dalam membuat perjanjian memiliki peran penting karena dapat dijadikan sebagai alat bukti jika salah satu pihak tidak mengakui telah membuat perjanjian tersebut. Adanya kewajiban berprestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi.

Hakim dalam menjadikan alat bukti saksi yang diajukan Flavianus Fexa sebagai pertimbangan sudah sesuai dengan Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa “keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”.  Hakim menggunakan keterangan saksi  yang memberi keterangan bahwa antara penggugat dan para tergugat pernah membuat perjanjian lisan tersebut sedangkan dari para tergugat tidak mengajukan alat bukti atau tidak membuktikan untuk meneguhkan dalilnya yang menyatakan bahwa tidak pernah membuat perjanjian lisan dengan penggugat. 

Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut, perjanjian lisan yang dibuat antara penggugat dan para tergbenar adanya, sehingga perjanjian lisan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya dan juga memiliki kekuatan/nilai pembuktian untuk menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum

Berdasarkan kasus di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan “perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian itu. Perjanjian lisan yang dibuat antara penggugat dan para tergugat menurut penulis bukanlah perjanjian sepihak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. 

Perjanjian lisan yang dibuat oleh antara penggugat dan para tergugattermasuk perjanjian timbal balik karena tidak hanya penggugat yang mengikatkan dirinya terhadap para tergugat tetapi para tergugat juga mengikatkan diri terhadap penggugat.

Hakim mempertimbangkan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian ini berkaitan dengan asas pacta sunt servanda yang artinya bahwa perjanjian tersebut wajib dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 KUHPerdata berkaitan dengan asas pacta sunt servanda yang mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang dibuat. 

Pasal 1338 KUHPerdata mengarahkan pemahaman bahwa sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk Undang-Undang dengan memnggunakan perjanjian. Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapat membentuk hukum dalam hal ini hukum perjanjian sebagaimana halnya yang dimaksud pembentuk undang-undang.

Perjanjian memang mengikat, karena merupakan suatu janji, serupa dengan Undang-Undang yang dipandang sebagai perintah pembuat undang-undang. Perjanjian lisan yang dibuat antara penggugat dan para tergugat sudah seharusnya mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib melaksanakan prestasinya masing-masing.

Pertimbangan Hakim berikutnya yaitu Hakim menimbang, didalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian bahwa sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, simbol-simbol tertentu. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian secara lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat didalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu”. Apabila ada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut maka telah melakukan perbuatan melawan hukum

Perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.  Perjanjian lisan antara pengugat dengan para tergugat harus dilihat terlebih dahulu ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya, yang dalam hal ini termasuk dalam syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

Perjanjian dalam bentuk lisan, berarti penyerahan dari “apa yang dikehendaki dan diminta oleh pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima. Janji meskipun diungkapkan secara lisan dan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan adalah faktor potensial, titik taut dari apa yang sebenarnya dikehendaki dalam rangka menegaskan hubungan hukum perjanjian tertentu.

Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian sangat penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan, karena dalam memutus suatu perkara wanprestasi yang pertama kali dilihat adalah perjanjiannya sah atau tidak sah. Jika perjanjian tersebut tidak sah maka seseorang yang diduga melakukan wanprestasi tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian lisan yang dilakukan antara pengugat dengan para tergugat sah, sehingga para pihak yang membuat perjanjian secara lisan tersebut diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati. Suatu perjanjian yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum.

Perjanjian yang dibuat pengugat dengan para tergugat mempunyai akibat hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu melakukan kewajibannya. Perjanjian dalam bentuk apapun haruslah terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan yang dilakukan oleh pengugat dengan para tergugat adalah perikatan untuk memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu adalah perbuatan menyerahkan hak milik atau berdasarkan ukuran-ukuran tertentu, menyerahkan dari kenikmatan dari hak milik itu. 

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pernyataan lalai adalah upaya hukum di mana kreditur memberitahukan, menegur, serta memperingatkan kepada debitur saat selambat-lambatnya wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur telah lalai.
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